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”Berdasarkan data dan laporan

yang kami terima. Kebanyakan kasus

TKD yang belum mengantongi izin ra-

ta-rata digunakan sebagai lokasi usa-

ha, seperti kafe, pertokoan sampai

usaha material. Mereka yang melang-

gar dikenai tindak pidana ringan

(tipiring) berupa denda Rp 5 juta  un-

tuk dimasukkan ke kas daerah. 

Memang dari segi ketentuan boleh

disewakan tapi harus ada izin. Kalau

belum ada izin, akan dikenai tipiring,”

kata Kepala Satpol PP DIY Noviar

Rahmad di Yogyakarta, Sabtu (14/10).

Noviar mengatakan, saat ini fokus

petugas masih pada penertiban TKD

di wilayah Sleman. Meski fokus di

Sleman, bukan berarti daerah lain ti-

dak terdapat pelanggaran. Terlebih bi-

la dibandingkan dengan beberapa

tahun sebelumnya, jumlah temuan

soal penyalahgunaan TKD meng-

alami kenaikan. Adanya banyak la-

poran tersebut dikarenakan adanya

kesadaran dan peran aktif dari ma-

syarakat untuk melapor kepada petu-

gas atau instansi terkait tentang

adanya indikasi pelanggaran.

”Adanya peran aktif dan keberani-

an masyarakat untuk melaporkan ka-

sus penyalahgunaan TKD menjadi-

kan temuan pelanggaran jadi se-

makin banyak. Selain itu setiap

harinya ada petugas yang berkeliling

untuk berkoordinasi dengan Sat Pol

PP di wilayah penindakan. Total ada

empat regu yang difokuskan dalam

melakukan pengawasan penyalahgu-

naan TKD,” terangnya.

Ditambahkan, selama September

ada 12 kasus penyalahgunaan peng-

gunaan TKD yang tak mengantongi

izin. Sedang untuk bulan Oktober

petugas sudah memanggil sebanyak

12 orang dengan dua di antaranya di-

lakukan penindakan lantaran

melanggar Perda No. 2/2017 tentang

Tata Ruang Tanah Kasultanan dan

Tanah Kadipaten. 

”Penyalahgunaan TKD dengan

alasan apapun tidak dibenarkan.

Oleh karena itu kami selalu berkomit-

men untuk melakukan penegakan

terhadap penyalahgunaan TKD.

Tentunya semua itu akan bisa optimal

apabila ada dukungan dari pihak-pi-

hak terkait dan peran aktif masyara-

kat,” tambahnya. (Ria)-f

YOGYA (KR) - Pawai

Budaya membuka rangka-

ian Bronto Fest #1 2023,

Jumat (13/10) sore. Event

berlangsung semarak de-

ngan penampilan perwakil-

an grup dari 23 RW wilayah

Kelurahan Brontokusu-

man, Mergangsan Kota

Yogya dan 6 paguyub-

an/lembaga sosial yang ada.

Masing-masing grup me-

nampilkan tema dengan

gerak kompak sembari ber-

jalan dengan jarak sekitar

2,8 km di jalan wilayah

Brontokusuman. 

”Bronto Fest baru perta-

ma kita gelar dan akan men-

jadi event rutin setiap tahun,

untuk menyatukan potensi

yang ada (ekonomi, seni, bu-

daya). Sesuai tema Satukan

Potensi Wujudkan Mimpi

Menuju Kelurahan Wisata,”

tutur Lurah Brontokusu-

man Maryanto SE MM

kepada KR, di sela Pawai

Budaya.

Didampingi Ketua LPMK

Brontokusuman yang juga

Ketua Panitia Kusnan Ma-

jid, disebutkan Bronto Fest

sebagai realisasi Musren-

bang Kelurahan Bronto-

kusuman, ”Saat ini sudah

terbentuk kelompok lemba-

ga yang memberdayakan

masyarakat, pokdarwis

kampung pariwisata dan pe-

laku usaha yang bersinergi,”

jelasnya 

Ditambahkan, rangkaian

Bronto Fest, Sabtu (14/10) di

Museum Perjuangan dibuka

pukul 06.00 dengan Senam

Sehat, Pentas Seni Anak,

Bazaar UMKM. Dilanjutkan

pukul 13.00 Talkshow, Flash

Mob Kampung Menari dan

puncaknya pada malam hari

Pentas Seni Potensi Lokal

yang disemarakkan Dalijo

Interperst.                      (Vin)-f

KR-Juvintarto

Salah satu group RW menampilkan kreasi daur ulang

dengan busana hasil pengolahan sampah yang benar.

BRONTO FEST #1 2023 

Satukan Potensi Wujudkan Kelurahan Wisata
SEMENTARAMASIH FOKUS DI SLEMAN

Ada Penyalahgunaan TKD, Laporkan! 
YOGYA (KR) - Penegakan aturan terhadap penyalahgunaan

Tanah Kas Desa (TKD) terus dilakukan oleh Pemda DIY melalui

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY. Mayoritas pelanggaran

terhadap penyalahgunaan TKD untuk sementara masih berada di

Kabupaten Sleman. Di antaranya ditemukan di Kalurahan Magu-

woharjo, Sariharjo, dan Sardonoharjo. Beberapa pelaku usaha meng-

aku belum mengantongi perizinan pemanfaatan TKD lantaran

berkasnya mandek di kantor kalurahan. 


